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BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAR BUPATI SITUBOIIDO 

NOMOR /' TAHUN 2017 

TElfTANG 

ROAD MAP RBll'ORMASI BIROKRASI 
KABUPATM SITUBQIIDO TAHUN 2017-2021 

DUGAN RAHMAT TUHAlf YANG MAHA BSA 

BUPATI SITUBONDO, 

a. bahwa guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang 
bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), 
akuntabel, netral, profesional dan mampu melayani 
public secara prima untuk mendukung Kabupaten 
Situbondo yang unggul, mandiri, sejahtera dan 
bermartabat maka diperlukan suatu pedoman bagi 
pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi 
birokrasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan sebagai tindak lanjut 
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 
2017-2021. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

8. Udang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1538); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 
Nomor 8). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP 
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SITUBONDO 
TAHUN 2017-2021. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Palllll 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Situbondo. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun ke depan. 

7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan 
induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan 
reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 
2010-2025. 

8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen 
dalam bentuk operasionalisasi Grand Design 
Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan 
dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan 
merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi 
birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya 
selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang 
jelas. 

9. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang 
diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka 
panjang dan/ atau jangka pendek. 

BABII 
IIIIAKSUD, DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 
melaksanakan Reformasi Birokrasi. 

Pasal 3 

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk 
memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan 
kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara 
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efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, 
melembaga, dan berkelanjutan dalam mendukung 
akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah 
yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016- 2021. 

BAB III 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

Pasa14 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) digunakan sebagai acuan 
untuk melaksanakan reformasi birokrasi di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo periode 
tahun 2017-2021. 

(3) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi 
sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan 
reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasa15 

( 1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan 
sistematika penyusunan sebagai berikut : 
BABI PENDAHULUAN 
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH 

DAERAH 
BAB III 

BAB IV 
BABV 

AGENDA REFORMASI BIROKRASI 
PEMERINTAH DAERAH 
MONITORING DAN EV ALUASI 
PENUTUP 

(2) Uraian secara rinci Road Map Reformasi Birokrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam 
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 
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Paaa16 

( 1) Dalam pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi, 
Pemerintah Daerah menetapkan rencana dan target 
reformasi birokrasi setiap tahun, yang ditetapkan 
dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Kabupaten Situbondo. 

(2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tersebut dalam Lampiran II dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Bupati ini. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap 
pengundangan 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati rm dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten penempatannya 

Situbondo. 

Diundangkan di Situbondo 
pada tanggal 1 4 A 'JD ') n 17 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATE:N SITUBONDO, 

Ditetapkan di Situbondo 
pada tanggal 1 4 APR 2017 

BUPATI SITUBO:NDO, 

DADANG WIGIARTO 

DERITA DAERAH KABUPATE:N SITUBONDO TAHU:N 2017 NOMOR /~ 


